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ABSTRAK

Penegakan penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak saat memasuki
penegakan hukum pidana maka Penyidik PPNS Pajak berusaha melakukan penyitaan
terhadap aset Tersangka/Terdakwa. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 44 ayat
(2) huruf j UU Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP). Penyitaan terhadap aset
Tersangka/Terdakwa ada kalanya berbenturan dengan pihak ketiga seperti bank. Bank
sebagai pihak ketiga yang memegang jaminan kebendaan, khususnya Hak
Tanggungan. Untuk itu dalam penelitian ini menganalisis keabsahan penyitaan aset
yang dibebani hak tanggungan dalam tindak pidana di bidang perpajakan dan
kedudukan hukum pihak ketiga yang bertikad baik terhadap penyitaan aset yang
dibebani hak tanggungan tindakan Penyidik PPNS Pajak melakukan penyitaan aset
yang dibebani hak tanggungan dalam tindak pidana di bidang perpajakan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji
penerapan kaidah atau norma serta berbagai peraturan hukum yang bersifat formil
terhadap penyitaan yang dibebani hak tanggungan dalam tindak pidana di bidang
perpajakan. Mengkaji keabsahan penyitaan yang dibebani hak tanggungan yang
dilakukan Penyidik PPNS Pajak dalam kaitannya dengan kedudukan hukum pihak
ketiga karena terhadap aset Tersangka/Terdakwa tersebut dibebani hak tanggungan
sehingga harus mengkaji benturan antara pajak yang menegakkan negara mempunyai
hak mendahulu sebagai pemegang hak istimewa dengan pemegang jaminan
kebendaan.

Hasil penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran bahwa tindakan
Penyidik PPNS Pajak untuk menyita aset Tersangka/Terdakwa tersebut adalah sah
namun belum ditunjang dengan peraturan pelaksana karena mengingat pentingnya
tindakan penyitaan tersebut kerap berbenturan dengan pihak ketiga dalam praktiknya.
Ketika benturan tersebut terjadi maka bank sebagai pihak ketiga pemegang jaminan
kebendaan tidak lagi didahulukan dalam pelunasan kreditnya karena negara
mempunyai hak mendahulu dalam penerimaan pendapatan negara sebagai pemegang
hak istimewa. Dengan penulisan ini berharap agar ke depannya ada revisi terhadap
ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf j UU HPP yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan
peraturan pelaksana yang tepat terhadap wewenang penyitaan aset oleh Penyidik
PPNS Pajak dan adanya sinergitas antara Kementerian Keuangan melalui Direktorat
Jenderal Pajak dengan Bank Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan dalam
pembaharuan data para pelaku ekonomi yang diduga melakukan penunggakan pajak
sebagai upaya preventif mencegah terjadinya benturan antara bank sebagai kreditur
pemegang hak kebendaan dengan negara yang mempunyai hak mendahulu.

Kata Kunci : Penyitaan; Perpajakan; Hak Tanggungan.
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ABSTRACT

Enforcing state revenue receipts from the tax sector when entering criminal
law enforcement, the PPNS Tax Investigator seeks to confiscate the assets of the
Suspect/Defendant. This authority is regulated in Article 44 paragraph (2) letter j of
the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). Confiscation of
suspect/defendant's assets sometimes clashes with third parties, such as banks. Bank as
a third party that holds treasury guarantees, especially Dependent Rights. For this
reason, this study analyzes the validity of the confiscation of assets that are burdened
with dependent rights in criminal acts in the field of taxation and the legal position of
third parties who are good at odds over the confiscation of assets that are burdened
with dependent rights actions of the PPNS Tax Investigator conducts confiscation of
assets that are burdened with dependent rights in criminal acts in the field of taxation.

This research is a normative research that examines the application of rules or
norms and various formal legal regulations against confiscation that is burdened with
dependent rights in criminal acts in the field of taxation. Assessing the validity of
confiscations burdened with dependent rights carried out by the PPNS Tax
Investigator in relation to the legal position of a good conflicting third party because
the assets of the Suspect/Defendant are burdened with dependent rights so that they
must examine the conflict between the tax that enforces the state has the right to
preemptively as a privilege holder and the holder of a treasury guarantee.

The results of this study contribute to the idea that the actions of the Tax
PPNS Investigator to confiscate the assets of the Suspect / Defendant are valid but
have not been supported by implementing regulations because considering the
importance of the foreclosure action, it often clashes with third parties in practice.
When the collision occurs, the bank as a third party holding the material guarantee is
not prioritized because the state has the right to preemptively receive state revenue as
the holder of privileges.With this writing, it is hoped that in the future there will be an
revision of the HPP Law which is followed up with appropriate implementing
regulations on the authority to confiscate assets by the Tax PPNS Investigator and the
synergy between the Ministry of Finance through the Directorate General of Taxes and
Bank Indonesia through the Financial Services Authority in updating the data of
economic actors who are suspected of tax collection as a preventive effort to prevent
conflicts between banks as creditors holders of .

Keywords : Foreclosure, Taxation, Dependent Rights.
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